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DESKRIPSI PASAL 44 AYAT 4UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
KETENTUAN PIDANA KEKERASAN SUAMI KEPADA ISTERI DALAM

RUMAH TANGGA

A. Sgarah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan K ekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satukbezkerasan
terhadap perempuan yang paling berbahaya. Hal anydk terjadi di
masyarakat. Dalam hubungan keluarga perempuan semua menjadi
sasaran segala bentuk kekerasan, termasuk pemugel&osaan bentuk-
bentuk lain dari penyerangan seksual, mental datukekekerasan lain
yang dikekalkan oleh sikap-sikap tradisional. Kgaésmtungan ekonomi,
memaksa perempuan untuk bertahan pada hubungardigasgrkan atas
kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan ini menempageaempuan pada
resiko kekerasan dan paksaan. Juga menempatkanmqere pada tingkat
resiko kesehatan, dan meniadakan kesempatan uetpkrbsipasi dalam
kehidupan keluarga dan kehidupan publik atas gaesaamaan.

Masalah kekerasan terhadap perempuan merupakatamgsag
serius dan telah terjadi selama bertahun-tahun digpat ditemukan
dimana-mana, baik dilingkungan keluarga, tempafakenasyarakat dan

negara. Dengan bentuk fisik, psikis, seksual danelp@taran rumah

! pusat Kajian Wanita Dan Gender Higk Asasi Perempuan: Intsrumen Hukum
Untuk Mewujudkan Keadilan Gender, Jakarta, Penerbit: Yayasan Obor Indonesia, 2004,
Him. 55



tangga dengan pelaku kekerasan baik oleh perorarigdnarga atau
kelompok yang ada dalam rumah tangga.

Ada beberapa sebab mengapa kekerasan dalam rumgafa tgang
juga dikenal dengan istilah dari singkatannya yakbRT tidak muncul
ke permukaan. Pertama, KDRT memiliki ruang lingkyang relatif
tertutup karena terjadi dalam ranah (domain) keglaiaKedua, masyarakat
sering menganggap bahwa kekerasan dalam rumahatanggipakan hal
yang wajar karena perlakuan suami yang demikiarupadan hak dari
suami istri. Ketiga, KDRT terjadi dalam lembaga gategal yakni
keluarga. Ketiga hal ini menjadikan KDRT sebag&iusd penyakit yang
sulit diobati karena diagnosanya tidak pernah ddjektukan.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga perlu diabara khusus
dalam sebuah Undang-Undang, mengingat konteks patat@nnya yang
juga spesifik. Karena KUHP sendiri tidak mengerstllah kekerasan
dalam rumah tangga. Padahal istilah ini pentingukindikemukakan
mengingat ideologi harmonisasi keluarga yang selam di tanamkan
dalam benak masyarakat maupun aparat hukum, sehirtgipk
menganggap serius adanya kekerasan dalam rumabataigu hanya
menganggap masalah rumah tangga sebagai masafat pri

Maraknya kekerasan dalam rumah tangga, membuatripeate
merasa perlu untuk membuat suatu undang-undang ydayggat
memberikan perlindungan dan rasa aman kepada na&ayamDengan

undang-undang tersebut, diharapkan masyarakat dsphindar dan



terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasarjkgzam, atau
perlakuan yang merendahkan derajat dan martabatrkesiaan.

Pentingnya keberadaan RUU KDRT dapat dijelaskarandal
prinsip hukum yakni berpegaraplagium lex priori (hukum atau aturan
yang baru mengalahkan hukum atau aturan yang ¢iin)ex spesialis
derogratlexgeneralis (hukum atau aturan yang bersifat khusus
mengalahkan hukum atau aturan yang bersifat umum).

Dilihat dari latar belakangnya, RUU KDRT ini munckarena
Undang-Undang yang ada seperti Kitab Undang-Undduigum Pidana
(KUHP) tidak memadai untuk melindungi kaum peremp8ejauh ini
kekerasan hanya dipandang secara fisik. Padahatdsdn yang diterima
oleh wanita (isteri) dapat berwujud psikis maup@kssial. Selain itu,
pemahaman aparat penegak hukum juga masih senig@imi@ahan lagi,
banyaknya anggapan bahwa KDRTmerupakn masalah.priva

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalanpatra
paripurna pada tanggal 14 september 2004 telah ehgoy dan
mengesahkan rancangan undang-undang penghapusaradeek dalam
rumah tangga yang diajukan oleh pemerintah. Daragseimana Kkita
ketahui sebelum disetujui tentunya telah melaluhapan-tahapan

pembahasan bersama secara maraton antara dewpendanntah.

2 Elli N. Hasbianto, "Kekerasan dalam Rumah Tan@gdiuah Kejahatan yang
Tersembunyi, dalam SyafigHasyimMenakar Harga Perempuan, Bandung: Mizan,
1999, Him. 190.

% Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Bandung, Penerbit:
RefikaAditama, 2001 HIm. 23



Selanjutnya berdasarkan persetujuan DPR, maka rrgaca
undang-undang tersebut, dituangkan dalam perapgamdangan yaitu: “
Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”*

Landasan hukum yang mendasari Undang-Undang irajalad
UUD 1945 pasal 28 G Demikian juga beberapa peraturan perundang-
undangan yang terkait erat dan sudah berlaku sebgh) yaitu: UU No.

1 tahun 1946 tentang KUHP serta perubahannya, UU8Nahun 1981
tentang KUHAP, UU No.1 tahun 1974 tentang perkawjndU No. 7
tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenghgmsan segala
bentuk diskriminasi terhadap wanita dan UU No. &uh 1999 tentang
HAM.®

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 rignta
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakaen sejarah
bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum peremgam kelompok
masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian teripagi@salah kekerasan
perempuan. Lahirnya undang-undang tersebut meropékagian dari

penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demoKrasi.

4 UU KDRT No 23 tahun 2004, Jakarta, Penerbit: Ekga, 2004

® Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribkeluaraga, kehormatan,
martabat dan harta benda yang dibawa kekuasaamenta lserhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbtat #dak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi. Lihat UU 1945 dengan penjelgaa Semarang, Penerbit: Sari
Agung, Him. 26

®MoertiHardiartiSoerosoekerasan Dalam Rumah Tanggga Dalam Perspektif
Yuridis-Viktimologis, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, HIm. 89

“Ibid, HIm. 64



Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Penghapusa
KDRT, ada perubahan paradigma baru dalam memangmgasalahan
kekerasan dalam rumah tangga. Kalau selama iniahdiljhat sebagai
masalah privat individual, maka sekarang harus jdgdat sebagai
masalah sosial. Mengingat bahwa kekerasan dalamahrutangga
merupakan tindak kriminal, namun karena tindakartey@adi di wilayah
privat, maka penanganannya harus dilakukan seedirhdti. Karena baik
pelaku maupun korban merupakan anggota dalam lphgkmah tangga.

Meskipun Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mulalatibean sejak
tanggal 22 September 2004, tetapi fakta menunjulkelveradaannya
belum banyak diketahui masyarakat. Bahkan ironisngda aparat
kepolisisan yang tidak mengetahui bahwa undangamdersebut telah
diberlakukan. Di sisi lain aparat juga masih engga@makai undang-
undang KDRT dalam proses pembuatan Berita AcareeRlesaan (BAP)
dengan alasan belum ada Peraturan PelaksanaanRya $Blain itu
adanya anggapan bahwa undang-undang ini merupak&raduan masih
menjadi alasan beberapa kalangan kepolisian urdak berperan secara
aktif dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah @aaigglahal, larangan
untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga maanpdelik publik

dimana tindakan kekerasan tersebut dapat dilapariedmbukan korban.



Deskripss Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagman,a
tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap afalagn rumah
tangga. Negara Republik Indonesia adalah negaray ymerdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, dijamin oleh pasal 29 bigwdiindang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demilsetiap orang
dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hakkdwajibannya
harus di dasari oleh agama.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebamhget
tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumadiges, terutama kadar
kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap grdalam lingkup rumah
tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah #&adgpat terganggu
jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapatodikol, yang pada
akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tarsgdengga timbul
ketidak amanan atau ketidakadilan terhadap oramg yeerada dalam
lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindakakpel
kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyrakgib
melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan peaimdadaku sesuai
dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasgar&l Republik
Indonesia tahun 1945. Negara berpandangan bahwalasdmentuk

kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangdahagelanggaran



hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martebankisiaan serta
bentuk diskriminasi. Maka dari itu dibentuklah undaundang tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapus
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain mengatur mangencegahan
dan perlindungan serta pemulihan terhadap korblegr&san dalam rumah
tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasantggadi dalam rumah
tangga dengan unsur tindak pidana penganiayaan lyarigpda dengan
tindak pidana penganiayaan yang diatur Kitab Undandgang Hukum
Pidana. Selain itu, undang-undang ini juga mendawajiban bagi aparat
penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sodmlyare pendamping,
atau pembimbing rohani untuk melindungi korban ageereka lebih
sensitif dan responsif terhadap kepentingan rurmagga yang sejak awal
diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 terdiri dari lsgpbab dan
lima puluh enam pasal yang secara rinci sebagiiuter

Bab | dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 merupakan bafg ya
membahas tentang ketentuan umum yang ada di dadanRgnjelasan
mengenai ketentuan umum ini dipaparkan dalam dsal gakni Pasal 1
dan Pasal 2. Ketentuan umum dalam pasal 1 meppuatjertian kekerasan
dalam rumah tangga, pengertian penghapusan kekededam rumah

tangga, pengertian korban, pengertian perlindungggngertian

8 bid, HIm. 90



perlindungan sementara, pengertian perintah petigan, pengertian
menteri. Sedangkan ketentuan umum yang termuatmdadasal (2)
meliputi: penjabaran orang-orang yang termasuknadiagkup rumah
tangga dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapkekerasan
dalam rumah tangga.

Asas dan tujuan dari UU No. 23 Tahun 2004 dijelagkada Bab
Il dalam dua pasal yakni Pasal 3 dan Pasal 4. Beaje mengenai asas
UU No. 23 Tahun 2004 dipaparkan dalam Pasal 3 yaegyatakan
bahwa asas yang digunakan dalam UU ini adalahpdayhormatan hak
asasi manusia, (b) keadilan dan kesetaran gemjaroif diskriminasi, (d)
perlindungan korban. Tujuan diadakan dan disahkaitiy No. 23 Tahun
2004 tidak lain adalah (1) mencegah segala berdgk&rasan dalam rumah
tangga, (2) melindungi korban kekerasan dalam rurteigga, (3)
menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, fdjatihara keutuhan
rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Hal @bagaimana
disebutkan dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004.

Bab Il UU No. 23 Tahun 2004 mengatur tentang lgeam
kekerasan dalam rumah tangga, dimana dalam bati terdiri dari lima
pasal yakni pasal (5) sampai pasal (9). Larang&erksan yang diatur
dalam pasal (5) adalah larangan setiap orang maakkekerasan dalam
rumah tangga berupa: (a) kekerasan fisik, (b) lesdaar psikis, (c)
kekerasan seksual, (d) penelantaran rumah tangggan§kan pasal 6

memberikan penjelasan tentang yang dimaksud dekgkerasan fisik



yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakith jgakit, atau luka
berat. Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004 yakni mendatuiang apa yang
dimaksud kekerasan psikis yakni perbuatan yang aidoatkan
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangngsm&mpuan untuk
bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitzsakis berat pada
seseorang. Sedangkan pasal8 menjelaskan tentarsgjapgang termasuk
dalam pemaksaan seksual dalam rumah tangga. Danterakhir dalam
bab IIl ini adalah pasal (9) dimana pasal (9) mesjean tentang larangan
menelantarkan orang dalam rumah tangga dan laramgsnbatasi dan
/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalaa diluar rumah.

Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga digghadalam
bab IV UU No. 23 Tahun 2004 pasal 10 yaitu korbarhbk mendapatkan
: (@) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisiegjaksaan, pengadilan,
advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, (Haye@man kesehatan
sesuai dengan kebutuhan medis, (c) penanganaradduasus berkaitan
dengan kerahasiaan korban, (d) pendampingan olkérjpesosial dan
bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemenksasuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, (e) pelaydnmbingan
rohani.

Bab V UU. No. 23 Tahun 2004 menjelaskan tentangajiean
pemerintah dan masyarakat. Bab V terdiri dari lpaaal yakni pasal (11)
sampai pasal (15). Pasal (11) mengatur bahwa petalermempunyai

kewajian dalam upaya pencegahan kekerasan dalamhrtangga, pasal



10

(12) mengatur tentang hal yang harus dilakukan petaé dalam upaya
pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yakni iptshemerumuskan
kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rutaalgga,
menyelenggarakan komunikasi, mengadakan sosialidasi advokasi
tentang kekerasan dalam rumah tangga, mengadakiatihpe dan
pendidikan gender, pasal (13) mengatur tentang ¢ata melakukan
penyelenggaran pelayanan terhadap korban. Pasa) (@dtuk
menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalaah p3, pasal
(15) mengatur tentang setiap orang yang melihandengar, atau
mengetahui wajib melakukan upaya sesuai batas kpoemya.

Bab VI UU No.23 Tahun 2004 mengatur tentang peulivgin
korban, bab VI ini terdiri dari 23 pasal yakni platé sampai pasal 38.
Pasal 16 menjelaskan tentang kewajiban kepolisiatuku segera
memberikan perlindungan sementara pada korban dattu satu kali
dua puluh empat jam terhitung sejak mengetahuirdanerima laporan
kekerasan dalam rumah tangga dan meminta suratapamne perintah
perlindungan dari pengadilan, pasal 17 menjelaskamgan siapa saja
kepolisian dapat bekerjasama dalam rangka perlgmlusementara yakni
dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawadampging atau
pembimbing rohani, pasal 18 menjelaskan tentangajlean kepolisian
untuk memberi tahu korban tentang hak-haknya, pa8amenjelaskan
tentang kewajiban kepolisian untuk melakukan pedien setelah

mengetahui dan menerima laporan, pasal 20 meng@ladkentang
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kewajiban kepolisian untuk menjelaskan kepada kotieatang identitas
petugas dan kewajiban petugas untuk melindungi dmripasal 21
menjelaskan tentang tugas tenaga kesehatan untakukan pelayanan
kesehatan kepada korban, pasal 22 menjelaskamgetigas pekerja
sosial dalam pelyanan korban, pasal 23 menjelaskatang tugas
relawan pendamping dalam pelayanan terhadap kogpmsal 24 tugas
pembimbing rohani dalam pelayanan terhadap korbpasal 25
menjelaskan tentang kewajiban advokad dalam mehkarerpelayanan
terhadap korban, pasal 26 menjelaskan tentang dalkdrban, pasal 27
menjelaskan tentang hak orang tua wali melaporkan Korban adalah
seorang anak, pasal 28 menjelaskan tentang kewdjibima pengadilan
untuk mengeluarkan surat penetapan perintah pargeh, pasal 29
menjelaskan tentang orang-orang yang dapat merajajpkermohonan
surat penetapan perlindungan, pasal 30 menjelask@ang ketentuan
permohonan surat perlindungan korban, pasal 31 elaskpn tentang
kewenangan pengadilan untuk mempertimbangkan pemaoh
perlindungan, pasal 32 menjelaskan tentang masé&kbermerintah
perlindungan, pasal 33 menjelaskan tentang hak goEag untuk
menambah permohonan perlindungan, pasal 34 mekgelasntang hak
pengadilan untuk menambah kondisi dalam perintahndangan, pasal
35 menjelaskan tentang hak kepolisian untuk meregmglnpa surat
penangkapan bagi yang melanggar surat perlindungmasal 36

menjelaskan tentang hak kepolisian untuk menangkigku dengan bukti
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permulaan karena telah melanggar perintah perlgalyn pasal 37
menjelaskan tentang laporan pelanggaran perintalingiengan harus
secara tertulis, pasal 38 menjelaskan tentang tpgagadilan untuk
memerintahkan membuat pernyataan tertulis kepatEnggar perintah
perlindungan.

Bab VII UU No0.23 Tahun 2004 mengatur tentang penauli
korban. Dalam bab ini terdiri dari lima pasal yakmisal 39 sampai 45.
Pasal 39 menjelaskan tentang orang-orang yang dageabberikan
pelayanan guna pemulihan korban, pasal 40 menglasientang
kewajiban tenaga kesehatan untuk memeriksa korlemnias dengan
standart profesinya, pasal 41 menjelaskan tentesmgeorang yang dapat
memberikan pelayanan dapat memberikan pelayanaamddientuk
pemberian konseling, pasal 42 menjelaskan tentakgdnaga kesehatan,
pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbisigani untuk
bekerjasama dalam rangka pemulihan korban, pasamédBjelaskan
tentang ketentuan upaya pemulihan dan kerja saatar dialam peraturan
pemerintah.

Bab VIII UU No 23 Tahun 2004 mengatur tentang keten
pidana. Dalam bab ini terdiri dari 10 pasal yakasa 44 sampai pasal 53.
Pasal 44 menjelaskan tentang ketentuan pidanaktikekerasan fisik,
pasal 45 menjelaskan tentang ketentuan pidanaktikekerasan psikis,
pasal 46 menjelaskan tentang ketentuan pidanaktikeleerasan seksual,

pasal 47 menjelaskan tentang ketentuan pidanadoagg yang memaksa
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orang lain menetap dalam rumah tangganya untukkoieda hubungan
seksual, pasal 48 menjelaskan tentang ketentuamaidagi orang yang
memaksakan hubungan seksual sehingga mengakibatkiaan luka dan
tidak ada harapan untuk sembuh, pasal 49 menjelaskéang ketentuan
pidana bagi orang yang menelantarkan orang laianddingkup rumah
tangganya, pasal 50 mengatur tentang hak hakimkumenjatuhkan
pidana tambahan, pasal 51 menjelaskan tentangktipidana kekerasan
fisik merupakan delik aduan, pasal 52 mengaturatenttindak pidana
kekerasan psikis termasuk delik aduan, pasal 53jetaskan tentang
kekerasan seksual adalah delik aduan.

Bab XI UU No 23 Tahun 2004 mengatur tentang ketamtain-
lain. Bab ini terditri dari 2 pasal yakni pasal &n 55. Pasal 54 mengatur
tentang tata cara penyidikan, penuntutan, dan pesaan yakni
dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidgmsal 55
menjelaskan bahwa saksi korban saja sudah cukupadadrarang bukti
yang sah untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah.

Bab yang terakhir yakni bab X, bab ini terdiri dagpasal yakni 56
sebagai penutup undang-undang yang berisi bahwBl®&RB Tahun 2004

mulai berlaku pada tanggal diundangRan.

° Evi rinehartuti dkkundang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004
tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang republik
Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Yogyakarta: bening, 2010,
Him. 16-39
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Deskripsi Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Ketentuan Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami
Terhadap Isteri Dalam Rumah Tangga

Pasal 44 adalah salah satu dan juga sebagai pearbBKeB VIII
tentang ketentuan pidana. Bab VIII tentang ketemfpidana terdiri dari
sepuluh pasal yakni pasal 44 sampai pasal pa¥alS&langkan, pasal 44
sendiri terdiri dari (4) ayat yakni:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasi&rdéitam lingkup
rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal & lur
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (litaaun atau
denda paling banyak Rp 15.000.000.,00 (lima bei@srupiah).

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada &yat
mengakibatkan korban mendapat jatuh Sakittau luka berat,
dipidana dengan pdana penjara paling lama 10 (septdhun atau
denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga pultdnrupiah).

3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada &gt
mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidaenjara
paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda pdbagyak Rp
45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud padaBydilakukan
oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yaraktrdenimbulkan
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjalaaitan atau
mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) bulan atau dendag&lanyak Rp
5.000.000,00 (lima juta rupiah)

9 pasal 44 berisi tentang sanksi pidana kekerasin dalam rumah tangga,
pasal 45 berisi tentang sanksi pidana kekerasddaspdalam rumah tangga, pasal 46
berisi tentang sanksi pidana kekerasan seksuamdalanah tangga, pasal 47 berisi
tentang sanksi pidana pemaksaan seksual dalam rtangha, pasal 48 berisi tentang
sanksi pidana kekerasan atau pemaksaan seksualm@mgpkibatkat korban luka dan
tidak ada harapan untuk sembuh, pasal 49 beritrtgrsanksi pidana bagi orang yang
menelantarkan orang lain dalam rumah tangga, peGamengatur tentang hukuman
tambahan yang dijatuhkan bagi pelaku kekrasan dalamah tangga, pasal 51 mengatur
tentang kekerasan dalam pasal 44 ayat 4 merupaddén atluan, pasal 52 mengatur
tentang pasal 45 ayat 2 termasuk delik aduan, fE&ahengatur tentang kekerasan
seksual sebagaimana dalam pasal 46 yang dilakukéinsaami atau isteri merupakan
delik aduan.

"Yang dimaksud jatuh sakit adalah sakit secara fisik

2 Tim Redaksi Nuansa AuliaHimpunan Perundang-undangan Republik
Indonesia, Bandung : CV Nuansa Aulia, 2005, 27-28
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Perbuatan yang dimaksud pada ayat 1 dalam ayatafahad
perbuatan atau kekerasan fisik dalam rumah tanggaagaimana
dimaksud dalam pasal 5 huruf a yaitu dimana setipng dilarang
melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadapg odalam
lingkungan rumah tangganya. Tetapi, dalam pasahyét 4 tidak setiap
orang dalam keluarga atau rumah tangga dapat mepgdku atau
dikenakan hukuman, melainkan hanya pihak suamiistexi sebagaimana
dijelaskan pada pasal 44 ayat 4 dalam kalimat Kdkan oleh suami
terhadap isteri atau sebaliknya”.

Keberadaan pasal 44 ayat 4 mempunyai tujuan. Petaresuami
atau isteri secara tidak langsung adalah bentukgasan peran dan fungsi
suami isteri dalam rumah tangga. Terbentuknya rutaagga bermula
dari keberadaan suami-isteri, dengan demikian kgguamempunyai
tanggung jawab yang sama besarnya terhadap kebaralaamanan,
kenyamanan hingga keutuhan rumah tangga. Maksugkgauami-isteri
dapat memberikan teladan sikap dalam rumah tamggka rumah tangga
akan menjadi rukun dan baik.

Dari deskripsi di atas dapat diklasifikasikan aspspek pidana

dalam lingkup rumah tangga pada pasal 44 ayatldtadabagai berikut:

. Pelaku . Ssuami atau isteri
. Korban - isteri atau suami
. Perbuatan . kekerasan fisik yang tidak menimbulxamyakit

atau halangan untuk menjalankan pekerjaan
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Untuk pemidanaan kekerasan fisik dalam lingkup furtzanggga
yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebadikegsuai pasal 44 ayat
4 mengandung dua hukuman pokok yaitu hukuman edgn hukuman
denda. yakni jika suami atau isteri melakukan kasan fisik terhadap
isteri dan tidak menimbulkan halangan untuk melakukekerjaan atau
jabatan dan sebalikya dipidana paling lama emplanbuika suami atau
isteri melakukan kekerasan fisik terhadap isten ddak menimbulkan
halangan untuk melakukan pekerjaan atau jabatarselzalikya di denda

dengan denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lin@arjypiah).



